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Abstrak 
Penggunaan teknologi informasi sebagai media efektif dari segi biaya dan penyederhanaan 
keseluruhan proses dengan transaksi bisnis online. e-procurement ditetapkan melalui Peraturan 
Presiden Nomor 54 tahun 2010 di bidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia khususnya di 
pemerintahan. Di Indonesia penerapan e-procumentdikenal lembaga khusus LKPP (Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Pemerintah).Sistem e-procurement di Indonesia lebih di kenal dengan arti 
LPSE atau Service Pengadaan dengan Elektronik (LKPP, 2016), pengadaan barang serta jasa dengan 
elektronik dalam pelayanan publik akan menciptakan transparansi, akuntabilitas, tingkatkan akses 
pasar, persaingan perebutan usaha yang sehat. Penerapan e-procurement dinilai belum menjadi 
jaminan bebas dari praktek korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, meskipun 
proses lelang sudah mulai dilakukan secara elektronik, tidak menjadi jaminan praktek korupsi 
hilang.Tulisan ini mendeskripsikan tantangan reformasi birokrasi berbasis e-procurement sebagai 
bentuk dari e-government. 
Kata Kunci : E-procurement, Reformasi Birokrasi, Indonesia 
 
Abstract 
The use of information technology as a medium is cost effective and simplifies the whole process with online 
business transactions. e-procurement was established through Presidential Regulation Number 54 of 2010 in 
the field of procurement of goods and services in Indonesia, especially in the government. In Indonesia, the 
application of a well-known e-procumentary institution LKPP (Government Procurement Policy Agency). The 
e-procurement system in Indonesia is better known as LPSE or Electronic Procurement Service (LKPP, 2016), 
procurement of goods and services with electronics in public services will create transparency, accountability, 
increase market access, healthy business competition. The implementation of e-procurement is considered 
not to be a guarantee of freedom from corrupt practices, the Corruption Eradication Commission (KPK) 
said, although the auction process has begun electronically, it is not a guarantee of lost corruption practices. 
This paper describes the challenges of e-procurement-based bureaucratic reform as a form of e-government.  
Keywords: Implementation of policy, Organization Culture, Public serviceI MB. 
 
How to Cite : Yusriadi. (2018). Tantangan Reformasi Birokrasi berbasis E-Procurement di Indonesia  
6 (2): 9-18 










Reformasi membawa perubahan 
dalam berbagai bidang kehidupan manusia 
terutama dalam pelayanan publik. Salah 
satu hasil dari reformasi adalah lahirnya 
otonomi daerah yang sangat diharapkan 
pemerintah dan rakyat yang ada didaerah. 
Salah satu indikator keberhasilan 
pelaksanaan otonomi daerah adalah 
kemampuan pemerintah daerah untuk 
memberikan pelayanan kepada publik 
dengan baik dalam arti bahwa masyarakat 
dapat memperoleh pelayanan dengan 
mudah, murah, cepat, dan ramah yang pada 
akhirnya mencapai ukuran kepuasan publik 
yang dikehendaki. Pelayanan publik 
memegang peranan penting dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Salah satu usaha pembaharuan untuk 
menunjang reformasi birokrasi adalah 
menggunakan information technology. 
Usaha ini dinilai efektif untuk memperbaiki 
birokasi di Indonesia.Information technology 
dapat diterapkan di lembaga negara seperti 
lembagai legislatif, eksekutif dan yudikatif. 
Bahkan pejabat administrasi publik pun 
dapat menggunakan teknologi dalam 
menyampaikan berbagai informasi mengenai 
pemerintahan kepada masyarakat. Dengan 
information technology kerja pemerintahan 
dinilai dapat lebih efiseien. Masyarakat juga 
dapat mengontrol langsung kinerja pada 
pejabat publik, ini tentunya akan membawa 
pengaruh yang baik dalam birokrasi di 
Indonesia (Yusriadi, 2018). 
Tiga model penyampaian e-government: 1) 
Government-to-Citizen/Government-to 
Customer merupakan aplikasi e-government 
yang paling umum, dimana pemerintah 
membangun dan menerapkan berbagai 
portofolio teknologi informasi dengan tujuan 
utama untuk memperbaiki hubungan 
interaksi dengan masyarakat; 2) 
Government-to-Business adalah transaksi 
elektronik dimana pemerintah menyediakan 
berbagai informasi yang dibutuhkan bagi 
kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan 
pemerintah; 3) Government-to-Goverments 
adalah memungkinkan komunikasi dan 
pertukaran informasi online antar 
departemen atau lembaga pemerintahan 
melalui basis data terintegrasi (Indrajit, 
2002). 
Salah satu bentuk aplikasi dari 
government to business adalah e-
procurement berupa pengadaan barang dan 
jasa secara online melalui internet menjadi 
solusi yang tepat.tanpa memerlukan 
birokrasi yang berbelitbelit dengan 
mendapatkan pengawasan langsung dari 
masyarakat, bertujuan untuk mengurangi 
korupsi, kolusi dan nepotisme juga 
mempersiapkan pelaku jasa konstruksi 
nasional dalam menghadapi tantangan di e-
goverment. 
Dengan ditetapkannya kebijakan ini 
maka pengadaan barang dan jasa 
dilaksanakan secara online, yang merupakan 
salah satuperangkat pemerintahdalam 
inovasi pelayanan publik. E-procurement 
sebagai aplikasi yang khusus pengadaan 
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barang dan jasa langsung bersinggungan 
kepada masyarakat, pada dasarnya 
dapatdikatakan sebagai terobosan baru atau 
inovasi manajemen pemerintah yang 
diharapkan mampu memberikan inovasi 
pelayanan publik yang berkualitas sesuai 
dengan tuntutan dan harapan masyarakat. 
Pembentukan e-procurment sebagaiwujud 
nyata komitmen pemerintah dalam 
melaksanakan kebijakan pemerintah pusat di 
daerah yaitu memberikan pelayanan secara 
prima sehinggamemudahkan dunia 
usaha.Implementasi e-procurement sudah 
baik sehingga memenuhi harapan dari 
reformasi birokrasi, namun implementasi 
tersebut dalam pelaksanaannya masih 
menghadapi hambatan-hambatan di 
Indonesia seperti peraturan dan ketentuan 
hukum dalam memenuhi kebutuhan 
pelaksanaan e-procurement, kondisi 
infrastruktur dan pengaturan sistem 
pendukungnya, kemampuan teknologi 
pengguna dan penyedia jasa, tingkat 
kemampuan sumber daya manusia dan 
sosialisasi kepada pihak yang terlibat. 
Sistem e-procurement pengadaan 
memiliki sejumlah kelemahan.Sistem ini 
tidak memungkinkan masyarakat, termasuk 
wartawan dan LSM memantau proses lelang 
yang terjadi, sistem ini hanya bisa diakses 
panitia pengadaan dan peserta tender.Sistem 
pelelangan manual, misalnya pada lebih 
transparan dibanding sistem elektronik. 
Dengan sistem e-procurement, masyarakat 
hanya bisa melihat pengumuman tender 
yang terbatas, sehingga penawaran yang 
masuk dalam sistem ini tidak bisa dipantau 
langsung oleh publik.Dokumen penawaran 
dan kelengkapannya juga tidak bisa diakses 
langsung publik. Pengadaan online, masih 
bisa menimbulkan peluang penyalahgunaan 
jika tidak diawasi ketat, tidak menutup 
kemungkinan ada penyalahgunaan, terutama 
dilakukan oleh rekanan yang nakal (Sumber: 
Tempo).  
Penerapan e-procurement dinilai 
belum menjadi jaminan bebas dari praktek 
korupsi.Wakil ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mengatakan, meskipun 
prosea lelang sudah mulai dilakukan secara 
elektronik, tidak menjadi jaminan praktek 
korupsi hilang. KPK masih menemukan 
banyak kasus korupsi yang dilakukan melalui 
sistem e-procurement. Meskipun lelang 
sudah banyak dilakukan melalui e-
procurement, tidak menjamin bebas dari 
korupsi. Banyak korupsi yang dilakukan 
melalui e-procurement, sebanyak 90 persen 
perkara korupsi yang dihadapi aparat 
penegak hukum, termasuk KPK, menyangkut 
pengadaan barang dan jasa. Pengadaan 
barang dan jasa merupakan titik rawan 
dalam perkara korupsi mulai dari 
perencanaan, pengadaan lelang hingga 
pelaksanaan teknis (Sumber: Kompas). 
Untuk inilah pembahasan e-procurement 
menjadi sesuatu hal yang menarik untuk 
dibahas, sebagai bentuk terobosan dalam 
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Hasil dan Pembahasan 
Konsep governance paling dasar, ada 
tiga stakeholder utama yang saling 
berinteraksi dan menjalankan fungsinya 
masing-masing, yaitu state (negara atau 
pemerintahan), private sector (sektor swasta 
atau dunia usaha) dan society (masyarakat) 
(Sumarto, 2004). State merupakan unsur 
utama dalam pelaksanaan reformasi 
birokrasi, artinya bahwa ketika suatu negara 
dapat konsisten dalam upaya untuk 
memperbaiki dirinya maka hal tersebut 
menjadi suatu dorongan positif kearah yang 
lebih baik. Bentuk kebijakan negara tersebut 
salah satunya adalah kebijakan berbasis e-
procurement berupa pengadaan barang dan 
jasa secara online, seperti yang dikemukakan 
oleh Sumarto (2004) bahwa konsep utama 
governance adalah state (negara), diharapkan 
negara dalam mengimplementasikan 
kebijakan tersebut dapat bersungguh-
sungguh untuk memperbaiki diri terutama 
dalam pengadaan barang dan jasa, yang 
sebelum adanya kebijakan e-procurement, 
dulunya pengadaan barang dan jasa sarat 
dengan korupsi. Kebijakan ini harus 
dijemput dengan baik oleh pemerintah 
didaerah, dengan membuatkan pondasi atau 
dasar hukum yang jelas pelaksanaan e-
procurement tersebut yang dalam hal ini 
berupa peraturan daerah (Perda), 
diharapkan dalam melahirkan suatu payung 
hukum mendukung kebijakan pelaksanaan e-
procurement didaerah. Private sector yang 
merupakan mitra dari pemerintah, harus 
merespon positif kebijakan tentang 
pengadaan barang dan jasa yang sudah 
berbasis online, sektor swasta harus siap 
dalam perubahan tersebut. 
Society seperti yang diungkapkan oleh 
Sumarto (2004) bahwa salah satu hal yang 
juga mendasari governance adalah 
masyarakat, dalam hal ini masyarakat 
menjadi kunci utama juga dalam proses 
reformasi birokrasi, bagaimanapun bagusnya 
suatu pemerintah tanpa didukung oleh 
kesadaran masyarakat, maka proses 
reformasi birokrasi juga tidak dapat berjalan 
dengan baik, seperti yang diungkapkan : 
 
“heresy regulation interpreted as a 
slogan that describes that in an organization 
there are some rules and procedures that 
have been defined, but it is not implemented 
properly and there are no strict sanctions, 
with a tolerance of violation that occurs 
naturally and has become a tradition that is 
used by a person or within the organization 
to achieve certain goals. Implications for the 
regulation of heresy seen by the high level of 
tolerance for violations even indicated 
cooperate with each other to gain an 
advantage”(Yusriadi, Akib, & Ihsan, 2017). 
 
Sektor negara sebagai salah satu 
unsur governance, di dalamnya termasuk 
lembaga-lembaga politik dan lembaga-
lembaga sektor publik, serta sektor swasta 
meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang 
bergerak di berbagai bidang dan sumber 
informal lain di pasar. Sektor swasta 
dibedakan dengan masyarakat karena sektor 
swasta mempunyai pengaruh terhadap 
kebijakan-kebijakan sosial, politik dan 
ekonomi yang dapat menciptakan 
lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar 
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dan perusahaan-perusahaan itu sendiri 
(LAN, 2000). 
Menurut kajian lembaga administrasi 
Negara dan badan pengawasan keuangan 
dan pembangunan dalam modul sosialisasi 
memerinci beberapa hambatan (AKIP, 200) 
sebagai berikut: 
Low literacy percentage, Poor standard of 
living, General decline in the moral values, A 
policy of live and let live, Cultural factors, 
Government monopoly, Deviciencies in the 
accounting system, Lack of will in the 
enforcing accountability, Bureaucratid 
secrecy, Conflick in the perfective and 
instutional linkage, Quality of officers, 
Technological obsolescence and inadequate 
surveillance system, Colonial heritage, Defect 
in the laws concerning accountability, Crisis 
environment. 
 
Jenis tantangan tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut: (1) Low literacy percentage. 
Adanya kecenderungan memberikan 
toleransi yang tinggi terhadap lack of 
accountability, seperti korupsi, kolusi dan 
dan nepotisme yang masih marak dan 
merupakan fenomena mewarnai birokrasi, 
salah satu hal yang menghambat 
pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis e-
procurement, sebagai akibat yang terjadi 
akan tinggi rasa tidak peduli pada tingkat 
penyelenggaraan pemerintah. Setiap individu 
sibuk memikirkan diri sendiri tanpa 
menghiraukan kesengsaraan orang lain 
sehingga lupa pada berbagai kekurangan dan 
penyelenggaraan tugas pemerintah yang 
akan mengurangi akuntabilitas, (2) Poor 
standard of living. Salah satu hal yang juga 
menghambat proses reformasi birokrasi 
berbasis e-procurement adalah rendahnya 
standar gaji aparat negara, memiliki 
kecenderungan untuk berusaha keras 
mencari penghasilan tambahan agar dapat 
menghidupi keluarganya. Mereka merasa hal 
yang wajar ketika mengorbankan pelayanan 
pada masyarakatdan akuntabilitas penyedia 
barang publik, sebab yang ada pada benak 
mereka, upaya-upaya untuk memenuhi 
kebutuhan pribadinya, sehingga kewajiban 
sebagai pelayan publik seharusnya lebih 
diutamakan menjadi dikesampingkan. 
Kemiskinan, kelangkaan dan job insecurity 
memicu orang untuk menganggap normal 
bukan hanya korupsi akan tetapi juga sogok 
menyogok. Di beberapa negara, gaji belum 
dapat sebagai penopang kehidupan dan 
keluarganya, hal ini mengakibatkan 
terabaikannya akuntabilitas dan mendorong 
mal praktek administrasi public, (3) General 
decline in the moral values. Sikap hidup 
yang materialistis dan konsumerisme 
mendorong lack of accountability. Sikap 
moral sangat menentukan pelaksanaan e-
procurement dalam usaha untuk 
membedakan antara nilai-nilai baik dan 
buruk. Sikap konsumerisme yang terbentuk 
dalam suatu masyarakat dapat mengurangi 
atau menurunkan moral dan tanggungjawab 
pegawai pemerintah pada publik yang 
seharusnya dilayani. Hal inilah yang 
mendorong pegawai untuk mencari uang 
atau penghasilan melalui cara-cara yang 
tidak wajar bahkan seringkali merugikan 
pihak-pihak lain, (4) A policy of live and let 
live. Dengan terjadinya penurunan nilai-nilai 
moral, maka manusia akan semakin mudah 
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melakukan hal-hal yang melanggar aturan. 
Yang terjadi adalah mereka saling berlomba 
menjadi keuntungan masing-masing dan 
mengabaikan kepentingan nasional yang 
lebih besar. Akibat yang lebih lanjut adalah 
dengan terabaikannya hak-hak publik untuk 
mengetahui kebijakan pemerintah serta 
implementasi e-procurement, (5) Cultural 
factors. Budaya yang berkembang didalam 
masyarakat dimana para pejabat pemerintah 
lebih mendahulukan pelayanan terhadap 
keluarga dan pejabat dari pada publik 
merupakan budaya yang tidak mendukung 
reformasi birokrasi. Hal yang demikian ini 
mendorong suburnya suasana korupsi, kolusi 
dan nepotisme, kondisi budaya bangsa yang 
kurang baik biasanya banyak didukung 
dengan buruknya kondisi perekonomian 
mereka, walaupun para pejabat tersebut 
sudah cukup berada, namun kerap kali hal 
ini masih terjadi, (6) Government monopoly. 
Dalam kondisi dimana sumberdaya 
tersentralisasi ditangan pemerintah dan 
setiap keputusan publik menjadi pemerintah 
sendiri, mengakibatkan menumpuknya 
tanggunjawab sehingga sulit mengelola, 
memantau dan mengevaluasinya. Biroklasi 
yang terlalu besar dan berbelit-belit telah 
mengurangi implementasi e-procurement 
pada negara dengan sistem sentralisasi 
penuh, akuntabilitas tidak diperlukan karena 
masyarakat tidak diikutsertakan dalam 
penentuan kebijakan public, (7) Deviciencies 
in the accounting system. Buruknya sistem 
akuntabilitas merupakan salah satu faktor 
penyebab tidak dapat diperolehnya informasi 
yang handal dan dapat dipercaya untuk 
digunakan dalam penerapan e-procurement 
secara penuh. E-procurement memerlukan 
dukungan sistem informasi akuntansi yang 
memadai untuk terselenggaranya pengadaan 
barang dan jasa yang baik. Kelemahan ini 
meliputi sistem informasi yang memadai dan 
tidak dapat dihandalkan, sistem internal 
control dan internal shek yang tidak 
memadai, manajemen yang tidak 
professional dan tidak kompeten, (8) Lack of 
will in the enforcing accountability. hal ini 
merupakan hasil langsung dari sikap pasif 
para pegawai yang acuh terhadap 
kepentingan e-procurement. Hal ini juga 
disebabkan oleh live and let live policy, para 
pejabat yang seharusnya melakukan tindakan 
koreksi atas penyimpangan juga telah banyak 
menumpuk kesalahan-kesalahan besar 
sehingga mana mungkin dia melaksanakan e-
procurement yang akan membuka semua 
tindakan dan kegiatan mereka sehingga akan 
bermuara pada penghancuran dirinya 
sendiri, (9) Bureaucratid secrecy. Pemerintah 
yang melakukan kontrol yang sangat ketat 
terhadap media massa, ekonomi dan 
pemberitaan akan menjadi suasana 
unaccountable pada penyelenggaraan 
pemerintah karena tidak ada yang diberikan 
keluasan untuk melakukan tindakan kolektif 
atas praktek penyelenggaraan pemerintah. 
Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak 
berani mengeluarkan pendapat sehingga 
para pejabat pemerintah akan leluasa 
melakukan kesalahan, (10) Conflict in the 
perfective and instutionall linkage. Dengan 
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terlalu tingginya bureaucraty secrecy 
disektor publikakan mengakibatkan sulit 
melakukan review terhadap program e-
procurement dan sulit juga menentukan 
siapa sebenarnya yang diwajibkan untuk 
mempertanggungjawabkan. Informasi 
mengenai apa yang ditargetkan dan 
bagaimana realisasinya biasanya tidak 
tersedia sehingga sulit untuk mengetahui 
capaian kinerjanya suatu instansi 
pemerintah, (11) Quality of officers. Kualitas 
pejabat atau petugas mencakup dua 
permasalahan dalam reformasi birokrasi. 
Pertama, dengan besarnya jumlah kapital 
yang terjadi untuk membiayai semua 
program pemerintah, maka dibutuhkan juga 
jumlah pegawai pemerintah yang banyak, 
namun sayangnya kualitas mereka relatif 
rendah, sehingga dangan kualitas yang 
rendah tersebut telah menyebabkan masalah 
serius terutama pemborosan inefisiensi, dan 
tidak berjalannya program e-procurement. 
Masalah yang kedua adalah, material yang 
tersedia kurang menunjang efisiensi dan 
tidak mendorong motivasi para biokrat 
sebagai akibat kuarang tersedianya fasilitas 
diklat dan peningkatan profesionalisme 
terhadap pelatihan program e-procurement, 
(12) Technological obsolescence and 
inadequate surveillance system. Tidak 
tersedianya teknologi yang dapat 
mendukung kelancaran kerja merupakan 
faktor penghambat yang cukup serius bagi 
terselenggaranya e-procurment. Teknologi 
yang telah usang, terutama teknologi 
informasi sulit untuk mendapatkan informasi 
yang akurat, tepat, handal, dan dapat 
dipercaya, akan sangat merugikan 
pelaksanaan e-government, (13) Colonial 
heritage. Suatu negara yang pernah dijajah 
selama minimal 60 tahun sangat sulit untuk 
melakukan perubahan praktek pemerintahan 
yang autokratik sebagaimana yang telah 
dipraktekkan penjajahnya dahulu kondisi 
pentabuan mengemukakan pendapat pada 
masa penjajahan biasanya akan terus 
dipraktekkan oleh negara tersebut, terutama 
oleh penguasanya, masyarakat tidak 
diperkenankan untuk melakukan kontrol dan 
sejauh mana pelaksanaan kegiatan 
pemerintah. Hal ini telah membawa dampak 
yang buruk terhadap penyelenggaraan e-
procurement. 
Agar pelaksanaan e-procurement di 
Indonesia berjalan dengan baik diperlukan 
kejelasan informasi tentang e-procurement, 
sehingga sangat penting untuk memberikan 
atau menjawab rasa ingin tahu masyarakat, 
seperti adanya kepastian tentang mekanisme 
pengadaan barang dan jasa terkait biaya, 
terpajang informasi tentang mekanisme cara 
e-procurement sehingga siapa saja bisa 
mengetahui alur pengadaan barang dan jasa 
sehingga bisa diketahui sudah sampai 
dimana proses itu berjalan. 
Demikian pula sudah diterbitkan 
aturan tentang mekanisme pengadaan 
barang dan jasa  sehingga mekanisme ini 
dibuat secara sederhana dan mudah 
sehingga masyarakat terpuaskan segala 
keburtuhan dan keinginannya. Dalam suatu 
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aturan atau mekanisme tersebut memuat 
jangka waktu pengadaan barang dan jasa. 
Demikian juga tentang masalah biaya 
sering mendapatkan banyak protes dari 
masyarakat dikarenakan tingginya biaya yang 
akan dikeluarkan untuk pengadaan barang 
dan jasa. Seharusnya masyarakat dapat 
mengetahui dengan jelas berapa biaya yang 
dikeluarkan dalam pengadaan barang dan 
jasa tersebut, sehingga menunjukkan suatu 
transparansi yang jelas dalam pengadaannya. 
Kejelasan informasi tentang e-
procurement dalam sebuat link harus jelas, 
yang yang berisi mengenai informasi 
pengadaan barang dana jasa, seperti 
prosedur, persyaratan administrasi, waktu 
dilakukannya hingga adanya kotak keluhan 
dan saran. Informasi tentang prosedur, 
persyaratan administrasi dan waktu harus 
semua sudah disediakan di link e-
procurement pemerintah daerah, begitupun 
juga dengan saran pengaduan, ruang 
pengaduan dalam website e-procurement 
sebagai feedback untuk perbaikan 
transparansi dan akuntabilitas pemerintah 
dalam reformasi birokrasi menuju good 
governance khususnya pemerintah di daerah. 
Adanya Standar Operational Prosedur 
(SOP) diharapkan program e-procurement 
bisa benar-benar diperhatikan. Dalam SOP 
dapat terlihat jelas mekanisme pengadaan 
barang dan jasa secara umum, sarana dan 
prasarana pelayanan secara umum, 
pelayanan informasi dan pengaduan secara 
umum, biaya serta standar jangka waktu 
untuk tiap jenis pengadaan barang dan 
jasa.Terpenuhinya SOP ini dapat dilihat dari 
ditetapkannya mekanisme e-procurement 
yang mudah dan jelas, media pelayanan 
informasi dan pengaduan yang selalu siap 
melayani keluhan masyarakat yang 
transparan. Mekanisme atau prosedur 
merupakan salah satu syarat untuk 
implementasi e-procurement. 
Pentingnya SOP bahwa birokrasi tipe 
ideal akan dapat menciptakan kepastian 
melalui adanya standard operating procedur. 
Standar pelayanan ini yang akan membuat 
proses menjadi predictable, non-diskriminatif 
dan non-partisan. Untuk itu menurut sangat 
ironis apabila instansi pemerintah pada era 
sekarang ini masih belum memiliki SOP 
yang jelas. Tidak adanya standar 
menguntungkan birokrasi dan aparatnya 
karena mereka dapat bekerja semaunya 
dalam menjalankan roda pemerintahannya, 
bahkan dengan tidak adanya standar 
pelayanan menciptakan ketidakpastian dan 
mereka dapat memamfaatkan situasi yang 
ada dengan berburu rente.Kebingungan 
masyarakat ketika mengakses ke website dari 
pemerintah harus segera diakhiri. 
Kepastian harus diciptakan sehingga 
masyarakat dan aparat birokrasi dapat 
berinteraksi dengan baik, untuk itu SOP 
sangat diperlukan dalam suatu pelaksanaan 
e-procurement. Standar prosedur 
merupakan bagian dari instrumen 
birokratisasi karena itu standar prosedur 
perlu dibuat sedemikian rupa sehingga 
mendekati dan jangan sampai melampaui 
titik optimalitasnya, artinya sandar prosedur 
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tidak boleh dibuat terlalu rinci sehingga 
menghilangkan ruang bagi penyelenggara 
pemerintah untuk berkreasi dan melakukan 
inovasi. SOP sebaiknya hanya mengatur hal-
hal pokok menyangkut berbagai unsur dari 
sistem pemerintah, seperti input, proses, dan 
output implementasi e-procurement. Dari 
sisi input, aspek penting yang diatur adalah 
standar pembiayaan, sarana dan prasarana, 
kompetensi aparat dan kewenangan. 
Standar input penting karena 
variabilitas antar daerah yang sangat tinggi 
dapat membuat sistem publik gagal 
memenuhi standar output terutama ketika 
kapasitas daerah lemah dalam menyediakan 
dana, sarana prasarana dan sumber daya 
manusia yang mampu mendukung 
pemenuhan standar output pelayanan 
tersebut. Dengan adanya standar input maka 
warga dan para pemangku kepentingan 
dapat menilai apakah sarana dan prasarana 
serta kompetensi sumber daya manusia 
apartur sudah sesuai dengan standar, apakah 
penyelenggara pemerintah dapat menjamin 
terpenuhinya atau tercapainya output sesuai 
dengan standar. SOP harus mengatur input 
minimal yang harus ada dalam sistem atau 
yang harus tersedia untuk mencapai output 
tertentu dari suatu e-procurement. 
 
Simpulan 
E-Procurement merupakan transformasi 
mekanisme pengadaan secara manual 
menjadi online. Sistem e-procurement adalah 
sebuah model aplikasi elektronik yang 
bergerak di bidang pengadaan barang dan 
jasa dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi. Sistem ini 
merupakan perwujudan dari sistem 
rocurement yang berusaha mengatur 
transaksi bisnis melalui teknologi komputer, 
di mana proses pengadaan barang dan jasa 
dilakukan secara online atau daring. 
Dalam pelaksanaan e-procurement 
diperlukan dari pemerintah sebagai 
pelaksana program untuk terus update 
perlengkapan elektronik untuk menyesuaikan 
dengan perkembangan teknologi, terkait 
sumber daya manusia adalah dengan 
peningkatan kompetensi pegawai secara 
merata diberbagai kantor pemerintah 
tersebut dalam menggunakan e-government. 
Dan semuanya itu dapat berjalan dengan 
baik apabila adanya Standar Operational 
Prosedur (SOP) yang jelas oleh pemerintah 
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